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ABSTRAK

Cadangan desa ialah cadangan yang diperoleh dari APBN yang
direncanakan untuk dipindahkan melalui Rezim dan APBD Desa yang digunakan
untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
dan peningkatan daerah. Penggunaan subsidi desa dalam mendukung perbaikan
desa, setiap program yang dibuat mengacu pada pedoman ulama desa nomor 7
tahun 2021 terkait pemanfaatan cadangan desa, dimana kebutuhan pemanfaatan
cadangan desa. Fokusnya riset berikut ialah Efektivitas dan Memanfaatkan DD,
untuk sumber data primer dan sumber data sekunder, untuk mengumpulkan data
pada riset berikut ialah memakai mewawancarai, Observasi, dan
Mendokumentasikan dari hasil riset berikut menyatakan bahwasannya efektivitas
memanfaatkan DD di desa langdungsari diukur berdasarkan tingkat produksi,
efisiensi, kepuasan, keunggulan, dan pengembangan.
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka pemerintahan yang sedang berjalan, desa memiliki ahli yang
signifikan dalam membantu legislatif terdekat dalam melaksanakan administrasi,
termasuk perbaikan. Ini semua selesai sebagai langkah nyata dari pemerintah
lingkungan dalam mendukung pelaksanaan kemerdekaan daerah. Alasan strategi
kemerdekaan teritorial ialah untuk memberikan pintu terbuka dan pintu terbuka
yang berharga untuk pengakuan administrasi yang baik dan bersih di distrik, dan
itu menyiratkan bahwa pelaksanaan kewajiban pemerintah harus didasarkan pada
standar: sukses, cakap, terbuka, dan bertanggung jawab. Soenarjo dalam
Nurcholis (2011; 4) desa ialah kesatuan wilayah menurut adat dan peraturan baku

yang hidup dalam suatu ruang dengan batas-batas tertentu; memiliki bidang



kekuatan yang serius untuk ikatan yang sangat dan mendalam, baik dalam
pandangan keturunan mereka atau karena fakta bahwa mereka berdua memiliki
kepentingan politik, moneter, sosial dan keamanan; memiliki direktorat yang
dipilih bersama; mengklaim ukuran kekayaan tertentu dan memiliki hak istimewa

untuk memimpin usaha keluarga mereka sendiri.

Salah satu inisiatif yang didukung wajib pajak dalam mendukung perbaikan desa
ialah dengan memberikan DD sebagai mata air pembayaran desa. Cadangan desa
ialah jenis pengakuan negara bagian atas hak-hak awal desa dan spesialis lokal
skala desa. Sesuai Perda Desa yang dikeluarkan setiap tahun sebesar Rp 1,4 Miliar
untuk setiap desa, DD seharusnya memberikan energi ekstra kepada Desa dalam
melakukan perbaikan dan penguatan desa, menuju Desa yang kokoh, tingkat
tinggi dan bebas. Santosa (2008:339) Penjatahan DD diharapkan dapat
mendukung inisiatif Wajib Pajak Desa mendukung dalam menyelesaikan latihan

pemerintah dan penguatan daerah.

DD itu sendiri dialihkan untuk pergantian acara dan dukungan desa
termasuk: pembangunan jalan, kerangka kerja kesejahteraan, kantor yayasan
pendidikan dan sosial, kantor yayasan bisnis keuangan yang berguna seperti pasar
desa, kandang desa, produksi kompos dan pemeliharaan hewan. DD juga memiliki
kebutuhan penguatan daerah seperti persiapan bisnis keuangan, pembangunan
batas wilayah termasuk perkumpulan peternak, perkumpulan pemancing,
perkumpulan pengrajin. DD sangat penting dan penting sehingga wajar jika DD
mendapatkan perhatian luar biasa dari masyarakat umum, karena nilainya yang

cukup besar.



Sementara itu, banyak pertemuan yang menekankan kemampuan dan
kapasitas perangkat Desa dalam menangani aset-aset ini. Seberapa besar DD
bergantung pada populasi, wilayah, seberapa banyak kebutuhan, dan area
geologis. Rencana belanja kewenangan publik yang diberikan kepada desa pada
dasarnya digunakan untuk lebih mengembangkan kemajuan dan penguatan
daerah. Aset-aset tersebut harus digunakan dan dialokasikan dengan tepat sesuai
dengan peraturan dan pedoman terkait yang tidak sepenuhnya ditetapkan oleh
pemerintah Indonesia.

Untuk menduga bahwa cagar desa ini benar-benar dijalankan dengan baik,
otoritas publik berusaha semaksimal mungkin untuk menutup kemungkinan
pelanggaran, maka komponen pendukung seperti pedoman, SDM, dan proyek
harus benar-benar disiapkan karena, sedemikian rupa Jika komponen-komponen
ini Jika Anda tidak siap, strategi pasti akan gagal. Terlepas dari harapan,
bagaimanapun, hingga pelaksanaan cagar desa, ditemukan berbagai penghalang,
misalnya pedoman tidak disiapkan, SDM (SDM) tidak disiapkan, dan yang
mengejutkan, program tidak disiapkan. Ketidakmampuan ini diharapkan akan
mempengaruhi tingkat bawah atau pelaksana di tingkat desa dan dapat mengebom
baik dalam penyusunan, pelaksanaan maupun penilaian (Muhiddin, A., 2017; 5).
Peredaran DD di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang
Pemerintahan yang diperolenh dari APBN memiliki banyak payung hukum.
Diantaranya ialah Peraturan Badan Publik Republik Indonesia Nomor 60 Tahun
2014 terkait Kekayaan Desa yang diperoleh dari Rencana Keuangan Pendapatan

dan Konsumsi Negara.



Sebagai pelaksanaan dari pengaturan Peraturan Nomor 6 terkait Desa,
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 terkait Harta Kekayaan Desa (DD) yang
diperoleh dari Rencana Keuangan Pendapatan dan Penggunaan Daerah, bahwa
rencana distribusi Pendapatan Negara dan Keuangan Konsumsi ke Desa harus
dilakukan secara lugas dan akuntabel serta mengawasi secara sistematis dan
setia pada peraturan dan pedoman, cakap, konservatif, sukses, lugas dan penuh
perhatian dengan berfokus pada perasaan kesetaraan dan kehormatan dan
berfokus pada kepentingan wilayah lokal lingkungan, DD untuk Desa
Landungsari yang didapat oleh Pemkot diselesaikan secara bertahap sesuai
dengan pedoman materi, dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan

pemahaman musyawarah perangkat desa. (J.lengkong 2017:2:2).

Meskipun demikian, rendahnya tingkat SDM (SDM) ialah komponen represif
sehingga pemerintah desa tidak memahami terkait Town Asset Board (DD)
karena tidak adanya pelatihan tingkat nilai yang tidak dapat dipisahkan dari kantor
dan yayasan yang dibatasi. . Mengenai kemajuan di desa, masih banyak hal yang
harus diperbaiki untuk mencapai kesempurnaan yang lebih baik. Sehingga para
ilmuwan perlu melihat kecukupan pemanfaatan keuangan desa dalam mendukung
perbaikan desa di desa Landungsari apakah sudah sesuai Undang-undang Nomor
8 Tahun 2016 terkait Kepemilikan Desa.

1.2 Rumusan Masalah
Menurut (Tanzeh 2011:101), Rumusan masalah ialah hulu dari penelitian

serta mengupayakan sebagai pernyataan dengan cara tersyarat quesition yang



nantinya dicari jawaban Atas dasar melatarbelakangi diatas sehingga perumusan
permasalahannya ialah:
1. Bagaimana mengefektifitas memanfaatkan DD sebagai penunjang
membangun Desa Landungsari?
2. Apa saja faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat untuk
mengefektifitas memanfaatkan DD sebagai penunjang membangun Desa

Landungsari?

1.3 Tujuan Penelitian
Riset berikut memiliki tujuan sehingga dilakukannya sebuah riset. Sebab
itulah Tujuan dari riset ini:
1. Sebagai pengetahuan terkait mengefektifitas memanfaatkan DD
2. sebagai pengetahuan hal yang menjadi faktor yang mendukung dan
menghambat jalannya mengefektifitas memanfaatkan DD
1.4 Manfaat Penelitian
Harapannya dari riset berikut berguna baik teoritis maupun praktis. dibawah inilah

beberapa manfaatnya yaitu:

1. Manfaat teoritis

a. Sebagai penambah dan pengembangan ilmu untuk riset dan mempelajari

yang sudah diperoleh dari universitas.



b. Sebagai penambah informasi untuk pihak-pihak atau yang membaca
mengenai efektivitas pemanfaatan DD dalam menunjang pembangunan

desa.

2. Manfaat praktis

Harapannya dari riset berikut bisa memberikan masukan ataupun referensi untuk
beberapa pihak terkait atau membacakan terkait mengefektifitas memanfaatkan

DD sebagai penunjang membangun desa.
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